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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana mekanisme pemben-
tukan kebijakan daerah menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dan bagaimana mek-
nisme pembatalan Peraturan daerah (Perda)
dan Peraturan kepala daerah (Perkada)
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan daerah. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Kebijakan daerah
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 2
(dua), yaitu Peraturan daerah (Perda) dan Pera-
turan Kepala Daerah (Perkada). Mekanisme
pembentukan Perda dimulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan
penngundangan. Mekanisme pembentukan
perkada pada umumnya sama dengan perda
dimulai dari perencanaan sampai pada
pengundangan, namun dibedakan pada penye-
lenggaraan mekanisme tersebut, misalnya da-
lam hal pengundangan. Perda di undangkan
dalam lembaran daerah, sedangakan Perkada
diundangkan dalam berita daerah. 2.
Mekanisme Pembatalan Perda dan Perkada
pada umumnya sama. Perbedaanya terletak
pada Perda dan Perkada Provinsi dan Perda dan
Perkada Kabupaten/Kota, dimana mekanisme
pembatalan Perda dan Perkada Provinsi di-
ajukan ke presiden melalui menteri dalam
negeri, sedangkan perda dan perkada kabupat-
en kota diajukan ke gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat yang ada di daerah.

Kata kunci: Kebijakan daerah, pemerintah
daerah.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia,
menurut konstitusi Undang-Undang Dasar
1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bah-
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wa daerah Indonesia dibagi dalam daerah
provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula
dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah
yang bersifat otonom atau bersifat daerah ad-
ministrasi belaka, semuanya menurut aturan
yang aka ditetapkan dengan undang-undang. Di
daerah-daerah yang bersifat otonom akan di-
adakn badan perwakilan daerah. Oleh karena
itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi
atas dasar permusyawaratan.’?

Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat, sesuai peraturan perundang-
undangan yang melekat hak dan kewajiban bagi
daerah merupakan konsep dari asas otonomi.
Kebijakan daerah, atau kebijakan vyang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah pun
merupakan salah satu bentuk implementasi
dari konsep otonom. Kebijakan yang dimak-
sudkan disini adalah kebijakan daerah terkait
dengan, Peraturan Daerah (Perda) dan Pera-
turan Kepala Daerah (Perkada). Kebijakan dae-
rah ini berlandaskan pada payung hukum Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah daerah.

Siswanto Sunarno mengatakan, bahwa Se-
bagai daerah otonom, pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk
membuat peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan
otonomi daerah dan tugas pembantuan.*

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah yang menjadi kewenangan daerah,
kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara
pemerintahan daerah membuat perda sebagai
dasar hukum bagi daerah dalam menyeleng-
garakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi
dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah
tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya
berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah
yang bersangkutan. Walaupun demikian perda
yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan vyang lebih tinggi ting-
katannya sesuai dengan hirarki peraturan pe-
rundang-undangan. Disamping itu perda se-
bagai bagian dari peraturan perundangan tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum

3 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerinatahan Daerah Di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Him 1
* Siswanto Sunarno, Ibid, Him 37
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sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan
perda.’

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang
berasal dari kewenangan presiden yang me-
megang kekuasaan pemerintahan. Mengingat
tanggungjawab akhir penyelenggaraan
pemerintahan ada di tangan presiden, maka
konsekuensi logisnya kewenagan untuk mem-
batalkan perda ada di tangan presiden. Adalah
tidak efisien apabila presiden yang langsung
membatalkan perda. Presiden melimpahkan
kewenangan pembatalan perda provinsi kepa-
da menteri sebagai pembantu presiden yang
bertanggungjawab atas otonomi daerah. Se-
dangkan untuk pembatalan perda kabupat-
en/kota, presiden melimpahkan kewenangan
kepada gubernur selaku wakil pemerintah
pusat di daerah.®

Terkadang segala hal yang dibuat oleh
subjek hukum seakan kontradiktif dengan
hukum yang ada. Sejalan dengan keadaan ini,
dimana peraturan vyang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah, dalam hal ini peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah tak sesuai
dengan apa yang sudah di atur. Sehingga tak
sedikit kebijakan daerah tersebut sering di-
batalkan oleh Presiden atau menteri sebagai
lembaga yang membantu tugasnya.

Kementerian Dalam  Negeri  akhirnya
mempublikasikan 3.143 peraturan
yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah
pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau
Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau di-
revisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan
Mendagri, dan 1.267 Perda atau perkada kabu-
paten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur.
Tujuan pembatalan Perda ini yakni untuk mem-
perkuat daya saing bangsa di era kompetisi.
Ribuan peraturan itu dinilai menghambat per-
tumbuhan ekonomi daerah dan mem-
perpanjang jalur birokrasi, hambat investasi,
dan kemudahan berusaha. Ini bagian dari men-
dukung keterbukaan informasi public.”

Pencabutan Perda atau perkada bermasalah
dikarenakan secara umum menghambat ke-
cepatan untuk memenangkan kompetisi serta

> Tim Permata Press, Otonomi Daerah (OTODA) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jakrta, 2015, HIm 263-264
® Ibid, HIm 264

7 https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-
bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah, Diakses Pada 24
Oktober 2018, Pukul 01.20 Wita

bertentangan dengan semangat kebhinekaan
dan persatuan. Jokowi merinci perda yang di-
batalkan itu meliputi perda yang menghambat
proses perizinan dan investasi, perda yang
menghambat kemudahan berusaha, dan perda
yang bertentangan dengan praturan dan pe-
rundanganyanglebihtinggi. pembatalan ini un-
tuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang
besar, yang toleran dan yang memiliki daya
saing.?

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, te-
lah mendorong penulis untuk mengangkat
permasalahan tersebut kedalam skripsi ini
dengan judul : “Kebijakan Daerah Menurut Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pemben-
tukan kebijakan daerah menurut Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah?

2. Bagaimanakah meknisme pembatalan
Peraturan daerah (Perda) dan Pera-
turan kepala daerah (Perkada) Menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan daerah?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari
Penelitian Hukum kepustakaan, yakni dengan
cara “meneliti bahan pustaka atau yang di-
namakan Penelitian Hukum Normatif”.

PEMBAHASAN
A. Mekanisme Pembentukan Kebijakan

Kepala Daerah Menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014.

Mekanisme pembuatan Perda dan Perkada,
menurut Undang-Undang Nomor 23, Tahun
2014, Tentang Pemerintah Daerah. Terlebih
khusus terdapat dalam Pasal 23 yang berbunyi
.9

“Pembentukan Perda mencakup tahapan,
tahapan perencanaan, penyusunan, pemba-
hasan, penetapan, dan pengundangan ber-
pedoman pada ketentuan peraturan perun-
dang-undangan”.

8 Ibid
® Tim Permata Press, Loc.Cit, HIm 105
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1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Dae-
rah

Pengajuan rancangan peraturan daerah
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah mau-
pun oleh DPRD. Apabila dalam satu kali masa
sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan
DPRD menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah dengan materi yang sama, maka yang
dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah
yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan
rancangan peraturan daerah yang disampaikan
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota di-
pergunakan sebagai bahan persandingan. Pro-
gram penyusunan Peraturan daerah dilakukan
dalam suatu Program Legislasi Daerah, sehing-
ga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih da-
lam penyiapan satu materi peraturan daerah.
Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang di-
teeapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten
kota dan propinsi antara lain :*°
Pajak Daerah;

Retribusi Daerah;

Tata Ruang Wilayah Daerah;
APBD;

Rencana Program Jangka;
Menegah Daaerah;
Perangkat Daerah;
Pemerintahan Desa;

. Pengaturan umum lainnya.

Dalam pelaksanaan otonomi derah, pemern-
tah daerah membuat sejumlah peraturan dae-
rah. Peraturan daerah tersebut bisa di singkat
dengan istilah perda. Perda tersebut bisa
mengatur masalah administrasi, ligkungan
hidup, ketertiban, pendidikan, social, dan lain-
lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat un-
tuk kepentingan masyarakat. Proses penyusu-
nan peraturan daerah melalui beberpa tahap.
Penyusunan peraturan daerah melalui bebera-
pa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimu-
lai dengan perumusan masalah yang akan dia-
tur dalam perda tersebut.

o

—Se e oo

2. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Untuk melaksanakan Peraturan daerah, dan
atas kuasa peraturan perundang-undangan,
kepala daerah dan atau keputusan kepala dae-
rah. Peraturan dan/atau keputusan kepala dae-
rah itu, dilarang bertentangan dengan kepent-

19 http://aquuhlizha.blogspot.com/2014/11/peraturan-
daerah.html, diakses pada 01 November 2018, Pukul
01.47 Wita
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ingan umum, perda dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.'* Hal ini seperti
yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lebih
eksplisit dijelaskan dalam Pasal 246 ayat (1) dan
(2) yang berbunyi :*

(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas
kuasa peratura perundang-undangan,
kepala daerah menetapkan Perkada.

(2) Ketentuan mengenai asas pemben-
tukan dan materi muatan, serta pem-
bentukan perda berlaku secara mutatis
mutandis terhadap asas pembentukan
dan materi muatan, serta pemben-
tukan Perkada.

Selanjutnya di jelaskan tentang mekanisme
pembentukannya, bahwa Perencanaan,
penyusunan, dan penetapan Peraturan Kepala
daerah berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.®

Pengundangan Peraturan Kepala daerah
(Perkada) sendiri berbeda dengan
pengundangan Peraturan daerah (Perda). Pem-
bedaanya adalah, dimana perda diundangkan
dalam lembaran daerah, sedangkan perkada
diundangkan dalam berita daerah. Perkada
diundangkan dalam berita daerah, yang mana
pengundanganya dilakukan oleh sekertaris dae-
rah. Perkada mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,
kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.™

B. Mekanisme Pembatalan Pearturan Daerah
(Perda) dan peraturan Kepala Daerah
(Perkada).

Mekanisme pembatalan Perda dan perkada
terjadi karena melalui proses pengujian ter-
hadap perda dan perkada terbut yang dilakukan
baik itu oleh gubernur selaku  wakil
pemerinntah pusat yang ada di daerah dan
menteri. Pengujian peraturan daerah oleh
pemerintah atau yang dalam kajian pengujian
peraturan dikenal dengan istilah executive re-
view, lahir dari kewenangan pengawasan

" Haw Widjaja, Loc.Cit, Him 248
2 Tim Press, Op.Cit, Him 158
 Ibid, HIm 158

1 Tim Press, Loc.Cit, HIm 158
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pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan
otonomi pemerintahan daerah.”

Pengertian executive review adalah : “segala
bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji
kembali oleh baik kelembagaan dan
kewenangan bersifat hirarkies.” Dalam konteks
ini yang diperkenalkan istilah “control internal”
yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap
produk hukum yang dikeluarkan baik yang ber-
bentuk pengaturan atau regeling, maupun
beshikking. “jika control normatifnya dilakukan
oleh badan lain dalam hal ini ‘peradilan tata
usaha negara’, maka hal tersebut bukan ex-
cecutive review. Melainkan control segi hukum
(legal control).”*®

1. Executive preview rancangan peraturan
daerah (Raperda)

Model pengawasan melalui executive pre-

view sebagaimana diatur dalam Pasal 267

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, ayat

(1) berbunyi :*’

a. Rancangan Perda tentang RPJPD dan
RPJMD yang telah di setujui bersama
oleh Gubernur dan DPRD provinsi sebe-
lum ditetapkan oleh gubernur paling la-
ma 3 hari (tiga) Hari terhitung sejak
persetujuan bersama disampaikan kepa-
da Menteri untuk dievaluasi.

b. Rancangan Perda Kabupaten/Kota ten-
tang RPJPD dan RPJMD yang telah disetu-
jui bersama oleh bupati/wali kota paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
persetujuan bersama disampaikan kepa-
da gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk dievaluasi.

Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui

Menteri dan gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat yang ada di daerah,

merupakan langkah antisipasi terhadap

5 suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie, 2001, Kekuasaan
Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945, Malang : UM
Press, Him 76-77

18 pulus Efendi Lotulung, 2000, Laporan Akhir Dan Evaluasi
Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung Dalam
Melaksanakan Hak Uji Materiil, Jakarta : Badan Pem-
binaan Hukum-Departemen Perundang-undangan, Him

file:///C:/Users/useer/Downloads/Documents/JURNALMI
H02291.PDF, diakses pada 02 November 2018, Pukul
16.30 Wita

rancangan peraturan daerah sebelum
ditetapkan dan diundangkan dalam lem-
baran daerah. Pengujian terhadap
rancangan peraturan daerah, dimaksud agar
rancangan peraturan daerah harus memiliki
kesesuaian dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan
rencana tata ruang provinsi, kepentingan
umum dan/atau ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal
268 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemda menyatakan bahwa :*®
“Apabila Menteri menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda Provinsi ten-
tang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN
dan rancangan tata ruang wilayah
provinsi, kepentingan umum, dan/atau
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling la-
ma 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi
diterima.”
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemda, merupakan sebuah langkah
yang sangat tepat dalam konteks pengwasan
melalui mekanisme executive preview.
Pengawasan dimaksud untuk melakukan
penyelarasan terhadap ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam RPJPN ter-
hadap RPJPD Provinsi, demikian juga dengan
RPJPD Kabupaten/Kota. Langkah untuk me-
nyempurnahkan yang diberikan kepada dae-
rah merupakan langkah untuk kembali
mengharmonisasikan antara perencanaan
yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat
(Nasional) untuk kepentingan-kepentingan
daerah, sehingga ada kesinambungan secara
nasional antara perencanaan pusat dan dae-
rah."
Model pengawasan rancangan produk
hukum daerah yang sifatnya mengcegah
agar tidak terjadi pembatalan (vernietiging)
atau penundaan, tidak hanya rancangan
produk hukum daerah yang mengatur ten-
tang RPJMD terhadap RPJPN, tetapi juga
termasuk rancangan produk hukum daerah
yang mngatur tentang aspek keuangan dae-

' Ibid
Y 1bid
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rah. Pasal 314 ayat (1) UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.”
Demikian juga dengan rancangan-rancangan
peraturan daerah lainya seperti (Raperda
APBD, Raperda pajak daerah dan retribusi
daerah). Raperda lainnya perlu mendapat
pengawasan secara dini, mekanisme pen-
gujian Raperda dan Raperkada sebuah
langkah tepat apabila semua rancangan per-
aturan daerah yang sudah disetujui oleh
Kepala Daerah dan DPRD sebelum ditetap-
kan menjadi Peraturan Daerah terlebih da-
hulu dievalusi. Hasil evaluasi Raperda dan
Raperkada vyang telah dilakukan oleh
Pemerintah Pusat disampaikan kepada
Pemerintah Daerah untuk disepurnahkan,
merupakan sebuah preses antisipasi ter-
hadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah yang kemungkinan berpelu-
ang akan bertentangan dengan kepentingan
umum atau/dan peraturan perun-
dangundangan yang lebih tinggi. Evaluasi
terhadap rancangan peraturan daerah sebe-
lum rancangan peraturan daerah disahkan
dan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi
Peraturan Daerah, lebih tepat dalam
konteks pengawasan dan pembinaan ter-
hadap penyelenggaraan otonomi daerah
dan tugas pembantuan oleh Pemerintah
Pusat.”!

Mengevaluasi terhadap rancangan pera-
turan daerah dan rancangan peraturan
kepala daerah kemudian dikenal dengan
model pengawasan executive preview
merupakan sebuah lankah antisipatif.
Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap
produk-produk hukum daerah sebelum
produk hukum daerah ditetapkan dan
disahkan oleh kepala daerah menjadi pera-
turan yang sah, merupakan tindakan yang
konstitusional sebagai konsekuensi dari
Negara hukum. Prinsip negara hukum yang
menghendaki adanya pemisahan kekuasaan
antara lembagalembaga Negara menjadi
tidak rancu.”

2. Executive preview rancangan peraturan

kepala daerah (Raperkada).
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Pengawasan sebelum produk hukum daerah
ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan
Kepala Daerah atau yang disebut dengan
pengawasan melalui mekanisme executive
preview sudah seharusnya dilaksnankan
oleh Pemerintah yang menganut konstitusi
sebagai hukum tertinggi. Pengawasan terse-
but diharapkan tidak hanya untuk rancangan
peraturan kepala daerah (Raperkada) ten-
tang perubahan Anggaran Penadapatan dan
Belanja Daerah (APBD), tetapi mencakup se-
luruh rancangan peraturan kepala daerah
yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah
sebagai instrumen hukum pelaksanaan Per-
aturan Daerah dalam rangka penyeleng-
garaan daerah berdasarkan prinsip desen-
tralisasi.”?

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, me-
nyebutkan produk hukum yang dikeluarkan
oleh Gubernur dan bupati atau walikota
dengan istilah yang berbeda-beda. Pasal 362
menyebutkan dengan istilah Peraturan
Kepala Daerah, sedangkan dalam Pasal 314
dan Pasal 315 menyebutkan dengan istilah
Peraturan Gubernur dan Peraturan Bu-
pati/Wakikota. Perbedaan penyebutan ter-
sebut, tidak berarti mengurangi maksud
atau tujuan yang terkandung dalam produk
hukum daerah tersebut.*

Produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh
kepala daerah perlu diawasi, agar tidak
bertentangan dengan peraturan yang diat-
asnya. Pasal 314 dan Pasal 315 UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemda menyebutkan
bahwa, Rancangan Peraturan Gubernur
(Rapergub) dan Rancangan Peraturan bu-
pati/walikota (Raperbup), sebelum ditetap-
kan oleh gubernur dan bupati/walikota, pal-
ing lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada
Menteri dan gubernur untuk dievaluasi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
314 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (3), UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemda dimaksudkan
untuk menguiji kesesuaian dengan
rancangan peraturan daerah sebagai pera-
turan yang lebih tinggi dan dan ketentuan
umum. Ketentuan tersebut dapat dikatakan
sebagai bentuk pengawasan yang mencegah
agar tidak terjadi pertentangan peraturan-

2 1pid
2 1bid 2 Ibid
2 1bid * Ibid
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peraturan lain yang kedudukan lebih tinggi
tingkatnya.”
Data dari Kementerian Dalam Negeri
menunjukan bahwa dari tahun 2002-2009
sebanyak 1878 dan 2010-2014 banyak 1497
produk hukum daerah yang dibatalkan oleh
menteri dan gubernur, dengan dalil berten-
tangan dengan kepentingan umum dan pe-
rundang-undangan yang lebih tinggi. Namun
setelah diteliti ternyata, peraturan gubernur
dan bupati atau wakilkota yang dibatalkan,
merupakan peraturan yang tidak awasi
secara preventif, sebagaimana peraturan
gubernur dan peraturan bupat/walikota
yang mengatur tentang Perubahan APBD
dan peraturan yang mengatur tentang pen-
jabaran APBD.*
Terdapat perbedaan mekanisme pembata-
lan anatara raperda yang dibuat oleh Gu-
bernur bersama dengan DPRD dan raperda
yang dibuat oleh Bupati/Walikota bersama
dengan DPRD, menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.
a. Mekanisme pembatalan Raperda dan
Raperkada Provinsi bersama DPRD
Perda Provinsi dan peraturan Gubernur
yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undanagan yang
lebih  tinggi, kepentingan  umum,
dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh
Menteri. Pembatalan tersebut diatas, di-
batalkan oleh menteri dengan menge-
luarkan keputusan Menteri.”’
Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah kepu-
tusan pembatalan, Kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan perda dan
selanjutnya DPRD bersama kepala daerah
mencabut perda yang dimaksud. Hal
yang demikian juga terjadi pada Perkada,
hanya bedanya pencabutan perkada
hanya dilakukan oleh kepala daerah saja,
tanapa adanya campur tangan dari
DPRD. Dalam hal penyelenggara
pemerintahan daerah provinsi tidak
dapat menerima keputusan pembatalan
perda provinsi dan gubernur dengan alas
an yang dibenarkan oleh ketentuan pera-
turan perudang-undangan, gubernur

* Ibid
% Ibid
7 Tim Press, Op.Cit, Him 160

dapat mengajukan keberatan kepada
presiden paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak keputusan pembatalan perda
atau peraturan gubernur diterima.?®
Penyelenggara pemerintahan daerah
provinsi masih memberlakukan Perda
yang dibatalkan oleh menteri dikenai
sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud
berupa:*®

1) Sanksi administrative; dan/atau

2) Sanksi penundaan evaluasi

rancanagan perda;

Sanksi administrative yang di-
maksud ditujukan kepada kepala dae-
rah dan anggota DPRD berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuanagan yang di-
atur dalam ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan selama 3 (tiga) bu-
lan. Sedangkan sanksi penundaan eval-
uasi rancangan perda tidak diterapkan
pada saat penyelenggara pemerintahan
daerah masi mengajukan keberatan
kepada presiden untuk Perda Provin-
5i.%

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan
daerah provinsi masih memberlakukan
perda mengenai pajak daerah dan/atau
retribusi daerah yang dibatalkan oleh
menteri dikenai sanksi penundaan atau
pemotongan DAU dan/atau DBH bagi
daerah bersangkutan.™

. Mekanisme pembatalan Raperda dan

Raperkada Kabupaten/Kota

Perda kabupaten/kota dan peraturan
bupati/walikota yang  bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan
oleh gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat. Dalam hal gubernur tidak mem-
batalkan peraturan daerah tersebut,
menteri membatalkan Peraturan daerah
kabupaten/kota dan/atau peraturan ka-
bupaten/walikota.

Pembatalan Perda kabupaten/kota
dan/atau  peraturan  bupati/walikota
ditetapkan dengan mengeluarkan kepu-
tusan gubernur sebagai wakil pmerintah

% Ibid, HIm 160
2 Ibid, Him 160
* 1bid, Him 160
* 1bid, Him 160-161
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pusat. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan  pembatalan  dikeluarkan,
kepala daerah harus menghentikan
pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut perda
yang dimaksud. Dalam hal penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota
tidak dapat menerima keputusan pem-
batalan perda yang dimaksud, dengan
alasan yang dapat dibenarkan oleh ke-
tentuan peraturan perundang-undangan,
Bupati/walikota  dapat  mengajukan
keberatan kepada menteri paling lambat
14 (empat belas) hari sejak keputusan

Lex Administratum, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018

dan Peraturan Kepala Daerah (Perka-
da). Mekanisme pembentukan Perda
dimulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, dan pen-
ngundangan. Mekanisme pembentukan
perkada pada umumnya sama dengan
perda dimulai dari perencanaan sampai
pada pengundangan, namun dibedakan
pada penyelenggaraan mekanisme ter-
sebut, misalnya dalam hal
pengundangan. Perda di undangkan da-
lam lembaran daerah, sedangakan
Perkada diundangkan dalam berita
daerah.

pembatalan perda kabupaten/kota atau 2. Mekanisme Pembatalan Perda dan
peraturan Bupati/Walikota diterima.* Perkada pada umumnya sama. Perbe-
Penyelenggara pemerintah daerah kabu- daanya terletak pada Perda dan Perka-
paten/kota masih memberlakukan perda da Provinsi dan Perda dan Perkada Ka-
yang dibatalkan oleh gubernur sebagai bupaten/Kota, dimana mekanisme
wakil pemerintah pusat, dikenai sanksi. pembatalan Perda dan Perkada Provinsi
Sanksi yang dimaksud berupa :* diajukan ke presiden melalui menteri
1) Sanksi administrative; dan/atau dalam negeri, sedangkan perda dan
2) Sanksi penundaan evaluasi rancana- perkada kabupaten kota diajukan ke
gan perda; gubernur sebagai wakil pemerintah
Sanksi administrative yang dimaksud di- pusat yang ada di daerah.
tujukan kepada kepala daerah dan ang-
gota DPRD berupa tidak dibayarkan hak- B. Saran
hak keuanagan yang diatur dalam ke- 1. Pemerintah daerah selaku penyeleng-
tentuan peraturan perundang-undangan gara pemerintahan di daerah, ketika
selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan sanksi menegluarkan kebijakan harus pahami
penundaan evaluasi rancangan perda betul-betul rancangan peraturan dae-
tidak diterapkan pada saat penyelengga- rah yang dibuat, dengan memper-
ra pemerintahan daerah masi hatikan hal-hal yang daitur dalam pera-
mengajukan keberatan kepada menteri turan perundang-undangan.
untuk Perda kabupaten/kota. Dalam hal 2. Pemerrintah daerah harus lebih serius

penyelenggara Pemerintahan daerah ka-
bupaten/kota masih memberlakukan
perda mengenai pajak daerah dan/atau
retribusi daerah yang dibatalkan oleh
Gubernur dikenai sanksi penundaan atau
pemotongan DAU dan/atau DBH bagi
daerah bersangkutan.**

dalam hal mengevaluasi perda yang di-
batalkan. Pemerintah pusat pun jangan
terlalu sewenang-wenang membatal-
kan perda dari pemerintah daerah, di-
mana harus memperhatikan hal-hal
yang dapat membatalkan perda terse-
but secara teliti, jangan sampai hal ini
dapat mengurangi semngat dalam ber-

PENUTUP otonomi daerah.
A. Kesimpulan
1. Kebijakan daerah menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah terbagi atas 2

(dua), yaitu Peraturan daerah (Perda)
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